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TUJUAN P3DN S

Meningkatkan penggunaan

produksi dalam negeri Meningkatkan kesempatan kerja

Meningkatkan utilisasi nasional
yang pada akhirnya meningkatkan
efisiensi industri sehingga mampu
bersaing di pasar dunia

Penghematan devisa negara

Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar
negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah
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BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020

BelanjaBarang

APBN SHARE
NO. URAIAN (Triliun Rupiah) (%) selanis B:nt.ua;n
osia
1 | Belanja Pegawai 416,2 24,72 Pegawai Ty
2 | BelanjaBarang 337,2 20,03
3 | Belanja Modal 209,4 12,44
4 | BantuanSosial 107,7 6,40
5 | PembayaranBunga Utang 295,2 17,54
6 | Subsidi 187,6 11,14
7 | BelanjaHibah 2,2 0,13 _ Pembayaran
8 | Belanjalain-lain 128,0 7,60 Belanja lain- Belanja Bunga Utang
lain Hibah
Total* 1.683,5 100
*F.’qdarevisiAPBN.ZOZO, Belanja Pemerintah PysatmenjadiRp 1.851,10 Belanja Barang dan belanja Modal sebesar Rp. 546,5
Triliun, termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan - , , :
pandemic COVID-19 sebesar Rp 255,110 triliun. triliun dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar

Produk Dalam Negeri

Sumber: Nota Keuangan APBN 2020 Kemenkeu R
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POTENSIPENGGUNAANPRODUK DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2020

\

Mengurangi impor [Defisit Neraca Perdagangan]

v

Anggaran
Pendidikan

508,1T

Meningkatkan Penyerapan Produk Hasil Industri
Dalam Negeri

S

Mendorong Peningkatan l{onsumsi Dalam

Negeri )
Anggaran p FOREnS! | Meningkatkan Skala Ekonomi Industri Sehingga’ TKDN 4
Transfer ke enggunaan Anggaran il : T N SN
Daerah dan Produk Dalam Kesehatan Memiliki Daya Saing Tingg )
Dans Besa Negeri TA2020 132,27 , N Y ~
856,9T o Mendorong Pertumbuhan Ekonomiyang _— ——
[Rp Triliun] Berkelanjutan A/

Meningkatkan Penyerapan TenagaKerja

Anggaran ‘ )
Infrastruktur Menciptakan Bangsa Indonesia yang Mandiri

4233T <
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LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN P3DN
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AMANAT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2014

TENTANG PERINDUSTRIAN

Pasal

Pasal 85
o 86 Pemberdayaan 39
PDN wajib digunakan industri Dalam Mendorong
Negeri P3DN oleh Swasta
K/LN/LPNK/SKPD dan Masyarakat
*APBN/APBD
*Pinjaman/Hibah
87
BUMN/BUMD/Swasta 38
«APBN/APBD TKDN Fasilitasi Pemerintah
*PPP o .
«Mengusahakan sumber Menteri Perindustrian *Preferensi harga pada PB)J
daya yang dikuasai negara *Tata cara penghitungan wSertifikasi TKDN

*Daftar Inventarisasi B/J PDN
*Batas minimal TKDN pada
Industri tertentu
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

P3DN =y )( Timnas [ 55 |/ TimP3DN | 7, || Pengawasan dan Sanksi 76
. P3DN Dibentuk Sanksi Administratif & Finansial -
dilakukan untuk (diatur dalam pada Setiap . . 106-110
Pemberdayaan Keppres K/LN,LPNK, Implementasi Sanksi
Industri Dalam Negeri 24/2018) SKPD Lembaga Verifikasi, Pejabat PBJ dan Produsen/Penyedia
Pasal Pasal Pasal
N 57 61 I : 64
PDN wajib digunakan TKDN Fasilitasi Pemerintah
K/LN,LPNK,SKPD Wajib PDN bila terdapat PDN *Preferensi harga atas PDN dengan
*APBN/APBD dengan jumlah nilai TKDN & nilai TKDN = 25%
*Pinjaman/Hibah BMP minimal 40% (dengan nilai
TKDN minimal 25%) *Preferensi harga PDN Barang paling
BUMN/BUMD/Swasta tinggi 25%
« APBN/APBD Menteri Perindustrian menetapkan: *Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi
«PPP *Daftar Inventarisasi B/) PDN oleh perusahaan DN paling tinggi
*Mengusahakan sumber daya *Batas minimal TKDN pada 7,5% (di atas harga penawaran
yang dikuasai negara Industri tertentu terendah perusahaanasing)
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KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI ®

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 9

Lembaga negara, kementerian, lembaga BUMN, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, BUMD,

pemerintah non kementerian, lembaga dan badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari

pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat APBN atau APBD, pekerjaannya dilakukan melalui pola

Produk Dalam Negeri  daerah apabila sumber pembiayaannya berasal kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

wajib digunakan oleh  dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah  Daerah dengan badan usaha, dan/atau mengusahakan
dari dalam negeri atau luar negeri sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal 57

"mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara” adalah kegiatan badan usaha yang mengelola SDA antara lain migas, tambang minerba, air, bahan
galian non logam, hutan, kelautan, udara, angin, gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang dikuasai negara. Termasuk sumber daya pada saat
pendirian BUMN/D yang menggunakan APBN/D dan sumber daya lainnya antara lain frekuensiyang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan
SDA antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang minerba, pengusahaan migas.

\[

J \L

Pasal 58 * Pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan
tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.

* Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

e Informasi harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem
informasi Industri nasional.

Kewajiban penggunaan Produk
Dalam Negeri dilakukan pada tahap
perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa.

Y4

J \_

Pasal 61 * Apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai
Dalam pengadaan Barang/Jasa, BMP minimal 40%, dengan nilai TKDN paling sedikit 25%

pengguna Produk Dalam Negeri wajib * Dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik
menggunakan Produk Dalam Negeri * Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri p

&
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ISU STRATEGIS
DALAM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN

Dokumen Pemilihan Penyusunan HPS Proses Pengadaan Monitoring dan
Penerapan Sangsi

Penilaian kualifikasi tidak berpihak

Front End Engineering Penentuan Harga Perkiraan Pelaksanaan monitoring tidak

. . - . pada produk dalam negeri
Design (FEED) tidak Sendiri (HPS) masih dilakukan secra terstruktur
memperhatikan kemampuan berdasarkan stockist dan Evaluasi penawaran masih subyektif
Industri dalam negeri harga dumping serta
harga yang direkayasa Pemenang hanya mempertimbangkan
Spesifikasi kebutuhan tidak harga terendah
mempertimbangkan kemampuan Sanggah fidak ditanggags

industri dalam negeri dan memakai
standar teknis minimum Dalam lelang ulang, cenderung
melibatkan produk impor

Melakukan pengawasan dan Penentuan HPS _ Monitoring proses kontrak, progres,
pengendalian proses penyusunan dokumen (Harga Perkiraan Sendiri) Jika TKDN + BMP 2 f‘_O% dan akhir pelaksanaan proyek untuk
perencanaan dan dokumen tender agar disesuaikan harga dan TKDN 2 25% wajib pengendalian preventif dan

dipergunakan, dilarang impor melaksanakan penerapan
sangsi PP 29/2018
bila komitmen tidak dipenuhi

agar FEED dari spesifikasi kebutuhan
disesuaikan kapasitas produksi industri
dalam negeri

internasional dan harga produk
dalam negeri
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SITUS DAFTAR INVENTARISASI

BARANG/JASA PRODUK DALAM NEGERI

< C (O Notsecure | tkdn.kemenperin.go.id

T Rekapitulasi

Sertifikat TKDN ™
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REKAP NILAI CAPAIAN TKDN

MASIH BERLAKU HINGGA MEI 2020

< P3N

Kode Barang

O N LA WN

NINRPRIRPRIRPRRPRP R RIR|IR
NVl IN O D WN RO

Kelompok Barang

Bahan Penunjang Pertanian
Mesin dan Peralatan Pertanian
Mesin dan Peralatan Pertambangan
Mesin dan Peralatan Migas
Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling
Mesin dan Peralatan Pabrik
Bahan Bangunan/Konstruksi
Logam dan Barang Logam
Bahan Kimia dan Barang Kimia
Peralatan Elektronika
Peralatan Kelistrikan
Peralatan Telekomunikasi
Alat Transport
Bahan dan Peralatan Kesehatan
Komputer dan Peralatan Kantor
Pakaian dan Perlengkapan Kerja
Peralatan Olahraga dan Pendidikan
Sarana Pertahanan
Barang Lainnya
Maritim

Total

sumber data: pusdatin, diolah: pusat p3dn

V@ tkdn.kemenperin.go.id

@ pusatp3dn@kemenperin.go.id

Nilai Capaian TKDN

>225%

12
33
9
299
19
24
25
90
279
33
621
608

57
11
42

109
14
2302

’@pusatp?)dn

>40%
27
61
11
351

26
498
505
492

90

1.762

10

33

58

33

35

16
263
27
4308

@pusat_p3dn

Jumlah
Sertifikat
43
63
16
289
22
20
319
234
710
71
835
535
45
100

61

24
314
54
3.759

@ 021-5255509 Ext.4019




PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

(Pasal * K/L/PD wajib menggunakan PDN, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
66 » Kewajiban penggunaan PDN -> jika terdapat peserta yang menawarkan B/J dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%.
* TKDN dan BMP dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
* Pengadaan barang impor dapat dilakukan, jika barang tersebut belum dapat diproduksi di DN; atau volume produksi DN tidak
mampu memenuhi kebutuhan.
\_ * LKPP dan/atau K/L/PD memperbanyak pencantuman PDN dalam katalog elektronik. .
™

(pasa| * Preferensi harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima dan
diberlakukan untuk PBJ dengan nilai minimal di atas Rp1.000.000.000,00, diberikan terhadap B/J dengan TKDN minimal 25%.
67 » Preferensi harga untuk B/J maksimal 25% dan untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional maksimal
7,5% di atas harga penawaran terendah badan usaha asing.
* Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
* Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah HEA dan jika ada 2 atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang
\_ sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

v,
(Pasal Pimpinan instansi wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP di instansi masing-masing, melalui kegiatan audit, reviu, )
76 pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan dilakukan sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, dengan ruang lingkup pemenuhan nilai manfaat yang
sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan PDN; pencadangan dan peruntukan paket untuk
usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan. Pengawasan dapat dilakukan bersama kementerian teknis terkait dan/atau BPKP yang
\_ hasilnya digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ. v,

<’> PBDN @tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ,@pusatp3dn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019



TIM NASIONAL P3DN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG TIMNAS P3DN

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Amanat Pasal 73 Ayat (2)

PP No. 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan

Ketua Harian: Menteri Perindustrian Industri

Sekretaris:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Anggota:

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Komunikasi dan Informatika,

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kepala Bappenas, Jaksa Agung Rl, Sekretaris Kabinet, Kepala BPPT, Kepala BKPM,

Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPPU, Ketua Umum KADIN

* Tim Nasional P3DN dapat melibatkan asosiasi industri dan organisasi profesi (Pasal 4), dan dibantu oleh Sekretariat (Pasal 5)
e Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan (Pasal 7)

& P3N
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<@ P3N

POKJA TIM NASIONAL P3DN

KEPMENKOMARITIM NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG POKJA TIMNAS P3DN

@

POKJA PEMANTAUAN POKIJA TKDN POKIJA SOSIALISASI

Ketua: Deputi Infrastruktur, Kemenkomaritim

Wakil Ketua I: Deputi Bid. PKT, BPPT
Wakil Ketua Il: Wakil Ketua Umum KADIN Bid. Migas

Sekretaris:
Inspektur Jenderal, Kemenperin

Anggota:

Perwakilan Setkab, KBUMN, Kemenristekdikti,
Kemenkes, Kemenhub, KESDM, Kemenkomaritim,
Kemenperin, KPUPR, KKP, Kemenkeu, POLRI,
Kejagung, LKPP, BPPT, KPPU, BPKP, KADIN, PII

Bertugas menerima dan mengidentifikasi rencana PBJ
dari Tim P3DN pengguna PDN, menyelaraskan
rencana pengadaan dengan ketersediaan PDN sesuai
daftar inventarisi PDN; memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan kewajiban penggunaan PDN dalam
pelaksanaan pengadaan melalui Tim P3DN/
penanggung jawab pengadaan pada pengguna PDN;
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi
harga; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Ketua Timnas P3DN.

@tkdn.kemenperin.go.id

@ pusatp3dn@kemenperin.go.id

Ketua: Sekretaris Jenderal, Kemenperin

Wakil Ketua: Deputi Bid. Koordinasi Perniagaan dan
Industri, Kemenkoekon

Sekretaris:
Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenperin

Anggota:

Perwakilan Setkab, Kemenkoekon, Kemenristekdikti,
Kemenkominfo, Kemenkes, KPUPR, Kemenperin,
Kemenkomaritim, LKPP, BKPM, BPPT, BPKP, KADIN,
PII

Bertugas melakukan pengawasan terhadap nilai
TKDN, sertifikat TKDN, dan keberlakukannya serta
mensinkronkan dengan daftar inventarisasi B/J dalam
negeri; melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN
dalam pelaksanaan PBJ; menyampaikan data dugaan
pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki; dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Ketua Timnas P3DN.

, @pusatp3dn

Ketua: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag

Wakil Ketua: Dirjen Industri Kecil Menengah dan
Aneka, Kemenperin

Sekretaris:
Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kemenkomaritim

Anggota:

Perwakilan Kemendagri, Kemendag, Kemenkoekon,
Kemenperin, Bappenas, Kemenkominfo,
Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementan,
Kemenkomaritim, BKPM, KADIN, PII

Bertugas melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik
penggunaan PDN kepada pengguna PDN; melakukan
promosi dan sosialisasi mengenai PDN; menyediakan
jawaban atas pertanyaan dari pengguna PDN;
memberikan akses informasi PDN.

@pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019




SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN

TENTANG P3DN

MENTER| PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Kementerdan/_embaga/Badan Usaha
di Seluruh Wilayah Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : & TAHUN 2019
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Dalam rangka me y dan memp struktur industi dalam negeri,
bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut

1. Melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negerl pada setiap pengadaan
barang dan jasa di lingkungan instansi masing-masing sesuai ketentuan Pasal 85
Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2014 tentang Perndustrian dan Pasal 57 Paraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Ingustri.

2. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Meger (Tim P3DN) yang
bertugas diantaranys melakukan koordinasi, pengawasan, dan eveluasi pelaksanaan
peningkatan penggunaan produk dalam neger di ingkungan instansi masing-masing
Fedoman pembentukan dan pelaksanaan Tim P3DN dapal mengacu kepada
ketentuan FPasal 30 s.d. Pasal 40 Peraturan Menteri Perindustrian Momor 02/M-
IMD/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger
Dalam Peng. Barang/Jasa Per 1

3. Menyampaikan data dan informasi sera potensi capaian TKOM pada setiap rencana
pengadaan barangfasa untuk Tahun Anggaran 2020 pada kesempatan pertama. Data
dan informasi rencana pengadaan dimaksud disampaikan kepada Menter
Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Masional P3DN c.q. Sekretans Jenderal yang
dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Masional
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger yang selanjutnya akan dilaporkan
kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam p nyE

-Jakarta, 13 Movember 2019
MENTER| PERINDUSTRIAN

4 ///\._r’"_' .

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan

1. Prasiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional P30N;
4, Menteri Kocrdinator Bidang Perexonomian selaku Wakil Ketua Tim Masional P3DM.

< P3N

‘@ tkdn.kemenperin.go.id

Dalam rangka memberdayakan dan memperkuat struktur industri dalam negeri,

bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1.

Melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan
barang dan jasa di lingkungan instansi masing-masing sesuai ketentuan Pasal 86
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 57 Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) yang
bertugas diantaranya melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi masing-masing.
Pedoman pembentukan dan pelaksanaan Tim P3DN dapat mengacu kepada
ketentuan Pasal 30 s.d. Pasal 40 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-
IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menyampaikan data dan informasi serta potensi capaian TKDN pada setiap rencana
pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2020 pada kesempatan pertama. Data
dan informasi rencana pengadaan dimaksud disampaikan kepada Menteri
Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN c.q. Sekretaris Jenderal yang
dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya akan dilaporkan
kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
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PENGAWASAN DAN SANKSI

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018

P E N GAWASAN Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam

Pasal 76 negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna produk dalam negeri dan /atau produsen barang dan/atau
penyedia jasa
dilakukan oleh:

@ APIP Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:

a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai
& Pejabat Pengawas Internal TKDN; dan/atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi
<@> Tim P3DN dalam negeri.

G
@ SANKSI o PEJABAT PENGADAAN . PRODUSEN BARANG/JASA A

Pasal 107-108 T Pasal 109-110
A \
W\

Sanksi yang diberikan: Sanksi yang diberikan:

e LD
ORISR | LEMBAGA VERIFIKASI @ Peringatan tertulis Z} Pencabutan sertifikat TKDN
a2y’ Pasal 106
p Denda administratif @ Pencantuman dalam daftar hitam
Sanksiyangdiberikan: Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak
pengadaan Barang/lasa dengan nilaipaling @ Denda administratif
@ Peringatan tertulis tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) * Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara
. .. nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN
Pencabutan penunjukan sebagai @ Pemberhentian dari jabatan pelaksanaan palingtinggi 15% (lima belas persen)
L Lembaga verifikasi independen TKDN pengadaan Barang/Jasa * 3 (tiga)kali nilaibarang yang diimpor )
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SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN

KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor  : B/418/M-IND/IND/V/2020 Jakarta, 27 Mei2020
Lampiran . -
Hal . Daftar Barang Yang Sudah Diproduksi

Didalam Negeri serta Barang Waijib dengan
TKDN Minimal 40% Dalam Rangka
Pembebasan Bea Masuk

Yth
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
di

Tempat

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 20 Mei 2020 tentang Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta sebagai upaya dalam
mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, kami harapkan agar Saudara dalam
pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal memperhatikan:

1. Daftar mesin, barang dan bahan produksi dalam negeri sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal,

2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% yang berdasarkan ketentuan Pasal 61
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industn
merupakan produk dalam negeri yang memenuhi syarat sebagai barang wajib dalam
setiap pengadaan. Daftar produk dimaksud dapat diakses melalui tautan
hitp:/itkdn kemenperin. go.id/export_excel.php.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

/& ‘,ﬂeﬁ"'{e\%}pskmousmlm
Y o

G KARTASASMITA

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Timnas P3DN;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Timnas P3DN,
Menteri Perdagangan;

Menteri Keuangan;

Dirjen Bea Cukal, Kementerian Keuangan;

Para Eselon | Kemenperin.
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Menindaklanjuti Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 20 Mei 2020 tentang Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta sebagai upaya dalam
mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, kami harapkan agar Saudara dalam
pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal memperhatikan:

1. Daftar mesin, barang dan bahan produksi dalam negeri sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal.

2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% yang berdasarkan ketentuan Pasal 61
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
merupakan produk dalam negeri yang memenuhi syarat sebagai barang wajib dalam
setiap pengadaan. Daftar produk dimaksud dapat diakses melalui tautan
http://tkdn.kemenperin. go.id/export_excel.php.
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SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN

TENTANG AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

MENTERI PERINDUSTRIAN REFPUBLIK INDONESIA

Nemor : B/&21/M-IND/KUSV/2020 Jakarta, 27 Mei 2020
Lampiran
Hal Permchonan  Audit  Dengan  Tujuan
Tertentu
Yth.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
di

Tempat

Didasari amanat Undang-Undang Momaor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan
Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industi serta
Feraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
kami mohon agar Saudara dapat melakukan Audit Dengan Tujuan Terentu sesuai
kewenangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Audit Dengan Tujuan Terentu ditujukan dalam rangka efekiifitas pelaksanaan
program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Meger (P3DN) pada beberapa sektor
namun tidak terbatas pada
1. Minyak dan Gas (BUMN dan Kentrakior Konirak Keda Sama);

2. Ketenagalistrikan (BUMN dan Swasta;)

3. KementerianlLembaga penerima alokasi APBN terbesar dalam pengadaan barangfasa
(Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kemenleran Pendidikan dan
Kebudayaan);

4. Katalog Elektronik (e-Katalog) Lembaga Kebjjakan dan Pengadaan Barangllasa
Pemerintah (LKPP).

Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu agar disampaikan kepada Menter Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional P3DN yang dibentuk melalui
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Masional Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.

SR e e

Tembusan;

3
2. Mentari Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Timnas P3DN;
3. Mentari ESDM;

4. Menteri BUMN,

5. Menteri Pertahanan;

6. Menteri PUPR;

7. Menteri Kesshatan;

8. Menter Perhubungan,

8. Menter Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Kepala LKPP,
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Didasari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
kami mohon agar Saudara dapat melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu sesuai
kewenangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Audit Dengan Tujuan Tertentu ditujukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan
program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada beberapa sektor
namun tidak terbatas pada:

1. Minyak dan Gas (BUMN dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama);

2. Ketenagalistrikan (BUMN dan Swasta;)

3. Kementerian/Lembaga penerima alokasi APBN terbesar dalam pengadaan barang/jasa
(Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan);

4. Katalog Elektronik (e-Katalog) Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).

Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu agar disampaikan kepada Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional P3DN yang dibentuk melalui
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.
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PP 29/2018 : PASAL 57

BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 57
Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna
Produk Dalam Negeri sebagai berilut:

a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang
non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan
satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal 1. pembiayaannya berasal dari anggaran
dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja negara atau anggaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama

negeri; dan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dengan badan usaha; dan/atau

3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai

negara.
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PENJELASAN PASAL 57

AYAT (2) ANGKA 3

Angka 3

Yang dimaksud dengan "mengusahakan sumber daya yang
dikuasai negara" adalah kegiatan badan usaha yang mengelola
sumber daya alam antara lain sumber daya minyak dan gas bumi,
sumber daya tambang mineral dan batu bara, sumber daya auir,
sumber daya bahan galian non logam, sumber daya hutan, sumber
daya kelautan, sumber daya udara, sumber daya angin, sumber
daya gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang
dikuasai negara.

Pengusahaan sumber daya yang dikuasai oleh negara termasuk
sumber daya pada saat pendirian badan usaha milik negara atau
badan wusaha milik daerah yang menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan sumber daya lainnya antara lain frekuensi
yang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan sumber
daya alam antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang
mineral dan batu bara, pengusahaan minyak bumi dan gas bumi.
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PP 29/2018 : PASAL 58

BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 58

(1] Kewajiban penggunaan Produk Dalam  Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan
pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa.

(2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 harus memberikan
informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan
Barang/Jasa yang akan digunakan.

(3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

diuvmumkan melalui media elektronik, media cetak,

dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.
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PP 29/2018 : PASAL 61

BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(1)

(2)

(3)

(4)

< P3N

Pasal 61

Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila
terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki
penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat
Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
Produk Dalam Negeri vyang wajib digunakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan
nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui tender atau pembelian langsung secara
elektronik (e purchasing) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam

negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

‘@ tkdn.kemenperin.go.id

(5)

(6)

(7)

Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN
pada Industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat
Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang
diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia
Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus
sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada
daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib
menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan
dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.
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PASAL 73 - 74 PP 29/2019

BAGIAN KELIMA: TIM P3DN

< P3N

(1)

(2)

(3)

Pasal 73
Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan
Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat membentuk
Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN.
Tim Nasional P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk
satuan kerja P3DN di bawah Menteri.

Pasal 74
Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam
Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna
Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 vyang beranggotakan wakil dari unsur
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan unsur

dunia usaha.
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(2)

(3)

Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi
pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk
Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;

b. memberikan tafsiran final atas permasalahan
kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang
atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan
Barang/Jasa; dan

c. melakukan tugas lain yang terkait dengan
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim

P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Menteri.
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PP 29/2018 : PASAL 75 - 76

BAB V BAGIAN KEENAM: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

< P3N

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 75

Menteri melakukan pembinaan kepada produsen
Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu
memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk
Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menyusun rencana
pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk
prioritas yang akan dikembangkan.
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas paling
sedikit berupa:
a. Preferensi Harga dan kemudahan administrasi

dalam pengadaan Barang/Jasa; dan

b. sertifikasi TKDN.

‘@ tkdn.kemenperin.go.id

(1)

(2)

(3)

Pasal 76

Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat

pengawas internal dan Tim P3DN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pengawasan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan

kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  peningkatan
penggunaan Produk  Dalam  Negeri termasuk
konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri
dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa
dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan

sanksi apabila:

a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain vang tidak benar
terkait dengan nilai TKDN; dan/atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
adanya  ketidaksesuaian dalam  pengadaan

Barang/Jasa produksi dalam negeri.
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PP 29/2018 : PASAL 107 -108

BAB VII: SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

(1)

(2)

< P3N

Pasal 107

Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja
perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan
hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha
milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. pemberhentian dari  jabatan pengadaan

Barang/Jasa.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:
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a.

pimpinan lembaga negara, Kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah
lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah
untuk pengadaan Barang/Jasa vang dilakukan
oleh lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, lembaga
pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat
daerah;

pimpinan instansi pemerintah yang:

1) menyediakan pembiayaan dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2) bertanggungjawab atas pekerjaan yang
dilakukan melalui pola kerja sama antara
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dengan badan usaha; dan/atau
3) mengatur pengusahaan sumber daya vang

dikuasai negara,
untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan
oleh badan usaha milik negara, badan hukum
lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik

daerah, dan badan usaha swasta.




PP 29/2018 : PASAL 107 -108

BAB VII: SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

< P3N

Pemberian sanksi sebagaimana dimakasud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat
pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat
pengadaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran
pertama sampai dengan pelanggaran ketiga.

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran
keempat.

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) sebesar 1% (satu persen) dari nilai
kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling
tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan
Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dikenakan terhadap pelanggaran kelima.

(1)

(2)

(3)

(%)

Pasal 108
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (1) huruf b wajib disetor ke kas negara
atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembayaran denda  administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda
administratif ditetapkan.
Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau
penerimaan daerah.
Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan
maka pejabat pengadaan Barang/Jasa dikenakan
sanksi administratif pemberhentian dari jabatan

pengadaan Barang/Jasa.
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BAB VII: SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

(1)

(2)
(3)

(4)

< P3N

Pasal 109
Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (6), Pasal 61 ayat (7), dan/atau Pasal 76
ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pencabutan sertifikat TKDN;
b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
c. denda administratif.
Pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang
menandasahkan sertifikat TKDN.
Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c¢ dikenakan apabila produsen Barang

dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan:
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a. Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan
pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN
penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan
paling tinggi 15% (lima belas persen); dan

b. Pasal 61 ayat (7) berupa 3 (tiga) kali nilai Barang
yang diimpor.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenakan kepada produsen Barang dan/atau

penyedia Jasa oleh:

a. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah
lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah
untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan
oleh lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, lembaga
pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat
daerah;




PP 29/2018 : PASAL 109 - 110

BAB VII: SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

(6)

< P3N

b. pimpinan instansi pemerintah yang;

1} menyediakan pembiayaan dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2) bertanggungjawab atas pekerjaan yang
dilakukan melalui pola kerja sama antara
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dengan badan usaha; dan/atau

3) mengatur pengusahaan sumber daya yang
dikuasai negara,

untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan

oleh badan usaha milik negara, badan hukum

lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik
daerah, dan badan usaha swasta.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Menteri.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 110

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) huruf c wajib disetor ke kas negara
atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembayaran denda  administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda
administratif ditetapkan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau

penerimaan daerah.



PERPRES 16/2018 : PASAL 66

BAB IXBAGIAN KEDUA: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 66

(4) | Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib
(3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan

menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang

Dokumen Pemilihan.

bangun dan perckayasaan nasional.

~

r - L l ] .

(2) | Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat negeri; atau
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditz s g
i If) " & geri Gt ke de et b. volume produksi dalam mnegeri tidak mampu

aniaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%
( ) paling ren & (empat memenuhi kebutuhan,
Lpuluh persen). )

(6) LKPP  danj/alau Kementerian/Lembaga f Pemerintah

(3) Perhitungan TKDN dan BMP scbagaimana dimaks
g 8 imaksud pada Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan ,
negeri dalam katalog elektronik.

perundang-undangan.
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BAB IXBAGIAN KEDUA: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga penawaran  yang telah memenuhi persyaratan
yvang dapat diterima. administrasi dan teknis.

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah
Barang/Jasa wyang bernilai paling sedikit di  atas Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (8) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) X HP dengan:

é Y
(3) | Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang KP = TKDN x preferensi tertinggi

memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima
KP adalah Koefisicn Preferensi

persen). -
_ . ‘ HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
(4) | Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua 8 2

(9} | Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

puluh lima persen).
N - : . g HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih
(5) Preferensi harga wuntuk Pekerjaan Konstruksi yang

besar ditetapkan sebagai pemenang.

dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5%

(fujuh koma lima persen) di atas harga penawaran

terendah dari badan usaha asing.
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PERPRES 16/2018 : PASAL 76

BAB XII BAGIAN KESATU: PENGAWASAN INTERNAL

(
Pasal 76 (4)] Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan meliputi:
pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
pengawasarn internal pada b. kepatuhan terhadap peraturan;
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. ¢. pencapaian TKDN;
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d. penggunaan piroduk dalam negeri;
dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,
] e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing systernt. _
kecil; dan
(3) | Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
: . A daan Berkelanjutan.
dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, \f Penga J Yy,

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan scrah terima

pekerjaan.

dan/atau lembaga yang mempunyai tugas

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa _ _

meliputi: menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
I o o b b pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
£, pcmenu 180 1ls] maniaal yang seDesar-oesartiye, )
' nasional.
b. kepatuhan terhadap peraturan; _ .
(6) Hasil pengawasan digunakan scbagai alat pengendalian

c.  pencapaian TKDN;

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

<’> PBDN ‘@tkdn.kemenperin.go.id @ pusatp3dn@kemenperin.go.id ’@pusatp3dn @pusat_p3dn @ 021-5255509 Ext.4019



